SELASA WAGE, 2 APRIL 2024 (22 PASA 1957)

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 4

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 12 TAHUN 2002 (12/2002) TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas peran,

tugas, dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan, perlu dilakukan penataan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
(Perda Kota Yogyakarta) Nomor 12 Tahun 2002
(12/2002) tentang Pedoman Pembinaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan
Rukun Warga (RW) sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa, lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat di kelurahan
diatur dengan peraturan bupati/wali kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta)
Nomor 12 Tahun 2002 (12/2002) tentang
Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun
Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW);

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(PERDAKOTAYOGYAKARTA) NOMOR 12 TAHUN
2002 (12/2002) TENTANG PEDOMAN
PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

Menetapkan

Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 12
Tahun 2002 (12/2002) tentang Pedoman Pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT)
Dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25
Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal...
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KOTAYOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTAYOGYAKARTATAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA
KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 12 TAHUN 2002 (12/2002) TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN

RUKUN WARGA (RW)

l. UMUM

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun
Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW). Pengaturan mengenai
pedoman umum dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga
masyarakat ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk
menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan
melakukan penyesuaian pengaturan lembaga masyarakat,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Keputusan
Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berimplikasi terhadap
pengaturan mengenai pembentukan dan penetapan, tugas dan fungsi,
jenis, masa jabatan, hubungan kerja serta pembinaan dan pengawasan
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kelurahan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota
Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda
Kota Yogyakarta) Nomor 12 Tahun 2002 (12/2002) tentang Pedoman
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),
Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).

Il. PASALDEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...
TAHUN ...

Masukan dan Saran mohon disampaikan ke :

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

JL. KENARI NOMOR 56, TELP. 514448, 515865, 515866,
562682 PSWT 177, 130

Email : hukum@jogjakota.go.id




